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ABSTRAK

Poligami merupakan sejenis perkawinan yang diatur di dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam KHI dan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain KHI dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat peraturan perundang-undangan yang
lain yang secara khusus mengatur para Pegawai Negeri dan para Pejabat. Para
Pegawai Negeri dan para Pejabat tunduk pada KHI dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan tapi juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
Belakangan ada banyak Perda dikeluarkan termasuk salah satunya Perda terkait
dengan poligami untuk membatasi praktik poligami dari PNS dan Pejabat. Perda
yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025
mengatur izin poligami bagi ASN. Poligami hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin dari pejabat berwenang, dengan alasan tertentu termasuk istri
tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan serta memenuhi
syarat persetujuan dari istri pertama, memiliki kemampuan ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan, mampu untuk dapat berlaku adil, memiliki bukti medis,
dan adanya izin dari Pengadilan. Kajian ini bermaksud untuk menjawab
pertanyaan mengapa pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Pergub DKI Jakarta
Nomor 2 Tahun 2025 tentang pengaturan praktik poligami bagi ASN, sejauhmana
ketentuan pembatasan periode pernikahan terkait alasan ketidakmampuan istri
melahirkan keturunan beranjak dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan
KHI, asas serta nilai yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif.
Bahwa dengan pendekatan ini penelitian mengkaji peraturan perundang-
undangan, kesesuaian Peraturan Gubenur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025
dalam konteks penetapan khusus dari Pasal 57 KHI. Data penelitian ini didasarkan
pada bahan-bahan hukum primer, yaitu: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, KHI, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10
Tahun 1983 kemudian diperkuat oleh wawancara sebagai data sekunder. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hifzul Usrah, teori reformasi
hukum Islam oleh Abdul Manan, teori keberanjakan.

Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, Pergub DKI Jakarta Nomor 2
Tahun 2025 diterbitkan untuk memberikan standar yang jelas dalam membatasi
praktik poligami di lingkungan birokrasi DKI Jakarta agar pemberian izin lebih
terkendali. Kedua, ditinjau dari perspektif keberanjakan, pembatasan bahwa
infertilitas baru dapat dijadikan alasan poligami setelah sepuluh tahun perkawinan
merupakan eskalasi syarat administratif dari peraturan yang sudah ada
sebelumnya. Ketiga, ditinjau dari teori hifz usrah, ketentuan tersebut memberi
ruang bagi pasangan untuk menempuh upaya medis, memperkuat hubungan
suami-istri, dan menghindari keputusan poligami tanpa pertimbangan yang
matang.

Kata Kunci: Syarat infertilitas, poligami, Aparatur Sipil Negara.
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ABSTRACT

Polygamy is a form of marriage regulated by Indonesian legislation,
namely the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No. 1 of 1974 on
Marriage. In addition to the KHI and Law No. 1 of 1974 on Marriage, there are
other legal provisions that specifically govern civil servants and public officials.
Civil servants and public officials are subject to the KHI and Law No. 1 of 1974
on Marriage, but also to Government Regulation No. 45 of 1990 amending
Government Regulation No. 10 of 1983. Recently, numerous local regulations
have been issued, including one relating to polygamy, aimed at restricting the
practice of polygamy amongst civil servants and public officials. As the
provisions relating to infertility as s ground for polygamy have been narrowed, as
set out in Jakarta Special Capital Region Governor’s Regulation No. 2 of 2025 on
Procedures for Granting Marriage and Divorce Licences, which states that ‘the
wife is unable to bear children after 10 (ten) years of marriage’ as a ground for
polygamy, whereas the KHI and No. 1 of 1974 on Marriage merely states that “the
wife is unable to bear children”. This study aims to answer the question of why
the DKI Jakarta government issued DKI Jakarta Governor Regulation No. 2 of
2025 concerning the regulation of the practice of polygamy for civil servants, and
to what extent the provision restricting the duration of marriage on the grounds of
a wife’s inability to bear children deviates from the provisions of the Marriage Act
and the Islamic Family Law (KHI), and the principles and values contained
therein.

This study employs a juridical-normative approach. Using this approach,
the study examines legislation and assesses the conformity of Jakarta Governor
Regulation No. 2 of 2025 within the context of the special provision set forth in
Article 57 of the KHI. The data for this study are based on primary legal sources,
namely: Law No. 1 of 1974 on Marriage, the KHI, and Government Regulation
No. 45 of 1990 amending Government Regulation No. 10 of 1983, supplemented
by interviews as secondary data. The theories used in this study are the Hifzul
Usrah theory, Abdul Manan’s theory of Islamic legal reform, and the theory of
continuity.

This study found that, first, Jakarta Governor Regulation No. 2 of 2025
was issued to provide clear standards for limiting the practice of polygamy within
the Jakarta bureaucracy so that the granting of permits is more tightly controlled.
Second, from the perspective of the theory of continuity, the restriction that
infertility can only be used as a justification for polygamy after ten years of
marriage represents a tightening of administrative requirements compared to
previous regulations. Third, from the perspective of the theory of hifz usrah, this
provision allows couples time to pursue medical treatment, strengthen their
marital bond, and avoid making a decision to practice polygamy without careful
consideration.

Keywords: Infertility requirement, polygamy, civil servants
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MOTTO

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

Q.S. at-Taubah: 40
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rasuluhu, amma ba ’du.
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segala aspek yang tidak bisa penulis definisikan dengan tulisan, hal tersebut dapat
penulis rasakan hingga detik ini. Terima kasih banyak untuk segala hal yang sudah
Abah dan Ummi berikan. Mohon berikan penulis kesempatan untuk dapat

membahagiakan dan membanggakan hati keduanya, Ya Rabb.
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Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan
Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun

1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai

berikut:

I. Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab Huruf Latin Keterangan
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B be
< Ta’ T te
< Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D de
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
0 Ra’ R er
2 Zai zZ zet
o Sin S es
B Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad de (dengan titik di bawah)
k ta’ T te (dengan titik di bawah)
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L za Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge
- Fa’ F ef
A Qaf Q qi
<l Kaf K ka
Lam IL ‘el
B Mim M ‘em
o Nun N ‘en
) Waw \W we
° Ha’ H ha
s Hamzah ¢ Apostrof
¢ Y& Y ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap, contoh:

ks ditulis Hikmah

ake ditulis “illah

1. Ta’ Marbiitah di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan 4

sl ditulis al-Ma’idah

A3l ditulis Islamiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal
lain).

b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.



;\;\;jgﬂ :\A\)S

ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.

il 8183 ditulis Zakah al-fitri
IV. Vokal Pendek
- a
o ditulis
Ja2 Y Fa’ala
: dituli !
: itulis .
<A Zukira
- u
s -2 dlt IIS
dak . Yazhabu
V. Vokal Panjang
i Fathah+ alif ditulis a
pE ditulis Fala
5 Fathah + ya’ mati ditulis a
O ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Jpas ditulis Tafstl
4 Dammah + wawu mati ditulis a
I3kl ditulis Usal
VI.  Vokal Rangkap
! Fathah+ ya’ mati ditulis ai
] ditulis az-Zuhaili
5 Fathah+ wawu mati ditulis au
a3 ditulis ad-Daulah

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

el

ditulis

b
a antum

X1




s 4

el ditulis a’iddat

0% ol ditulis la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “/”

Ol ditulis Al-Qur’an

Ol ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti hurus syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 7 (el) nya.

L) ditulis as-Sama’
Ol ditulis asy-Syams
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapan
a3l s 5 ditulis Zawi al-furid
L) (al ditulis Ahl as-sunnah
X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan
huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

PEPRRA ~'£~'%/1/,,°$.
Hesll ag Uyl Gill plas R

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’an
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XI. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya
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KATA PENGANTAR
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Alhamdulillah, sebagaimana kewajiban ummat muslim, maka semestinya
kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, atas segala nikmatnya dan
berkahnya baik berupa nikmat iman dan Islam. Sebagaimana yang telah diketahui
bahwa jika pepohonan sebagai pena-Nya dan daun sebagai kertas-Nya dan lautan
sebagai tinta-Nya, niscaya tidak cukup untuk menuliskan nikmat Allah SWT yang
tiada batasnya. Begitu pula tidaklah akan mampu untuk menghitung nikmat Allah
SWT yang telah besar kita rasakan. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan Tesis
ini dengan judul “Syarat Infertilitas Dalam Ketentuan Poligami Bagi ASN: Kajian
Terhadap Prinsip Dan Nilai Ketentuan Dalam Pergub DKI”. Sebagai syarat untuk
dapat menyelesaikan program Magister Hukum di Program Studi Magister [lmu
Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan hingga di tahap
penyusunan Tesis ini, penulis mendapatkan berbagai pelajaran berharga,
bimbingan serta do’a-do’a yang diberikan oleh seluruh pihak yang telah
membersamai dalam proses tersebut. Maka dari itu, izinkan penulis untuk
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum,
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10.

Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Kepala Program Studi Magister
[lmu Syari’ah,

Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Tesis,
yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan
membagikan ilmu serta pengalaman berharga selama proses penyusunan
tesis.

Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penaschat
Akademik,

Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas
Syari’ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, yang telah
menyalurkan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,

Staff Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha
Program Studi Magister [lmu Syari’ah, yang telah membantu penulis
dalam proses administrasi penulisan tesis ini,

Kedua orang tua penulis, yaitu Abah dan Ummi. Yang tiada hentinya
memberikan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga penulis bisa
mampu untuk terus bertahan demi mengejar segala hal yang penulis
impikan,

Kedua saudara laki-laki penulis, penulis hanya mampu untuk
mengungkapkan bahwa two brothers, two protectors, two reasons, two
most precious people why I never feel alone in this world,

Kak Anisa Wijayanti, S.H., M.H., ia merupakan salah satu kakak kost

penulis yang telah banyak sekali membantu dan turut memberikan
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dukungan serta pengalaman berharganya sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini,

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada
penulis mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penulis
menyadari bahwasanya dalam penyusunan tesis ini masih banyak sekali
kekurangan. Maka, kritik dan saran yang bersifat membangun akan dengan
senang hati penulis terima demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga tesis ini
dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca dan membawa keberkahan.

Wassalamu alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rabiul Awal 1448 H
09 September 2026 M

Penulis,

Robiatul Adawiyah, S.H.
NIM. 24203011080
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menjadi tonggak sejarah yang melandasi tata cara dan aturan poligami yang
ada di negara Indonesia. Aspek regulasi ini bersifat mutlak mengingat titik
tolak seluruh hukum keluarga di Indonesia dimulai dari adanya unifikasi
hukum perkawinan. Dalam ketentuan peraturan tersebut ditegaskan bahwa
dasar atau prinsip perkawinan adalah monogami. Namun demikian, tetap ada
kemungkinan untuk poligami, maksimal empat orang istri. Batas maksimal
empat istri yang ditetapkan dalam KHI menjadi salah satu poin pembeda
utama antara aturan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Adapun mengenai alasan poligami, kedua regulasi tersebut menunjukkan
kesamaan karena berfokus pada kondisi istri.! Dalam syariah, poligami diatur
sebagai kebolehan bukan kewajiban, syariah membatasi poligami dari praktik
jahiliah yang tak terbatas, menekankan tanggung jawab sosial atas yatim dan
janda sebagaimana ketentuan tersebut dituntun secara normatif oleh Surah
An-Nisa’ ayat 3, kesiapan finansial (materi) dan psikologis (nonmateri) dalam
mewujudkan keadilan menyeluruh menjadi tolak ukur utama kelayakan

seorang suami sebelum memutuskan untuk beristri lebih dari satu.?

! Heppy Hima Puspitasari, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan,”
Journal of Education Research, Vol. 4:3 (2023), hlm.3.

2 Ali Imran Sinaga, “Poligami Dalam Perspektif Islam: Sebagai Sarana Pelaksanaan
Magqashid Al- Syari ah,” Jurnal Studi Keislaman, Vol. 11: 1 (2023), hlm. 5-7.



Aturan mengenai poligami berlaku di sejumlah yurisdiksi muslim,
mulai dari kawasan Asia Tenggara dan Selatan seperti Malaysia dan Pakistan,
wilayah Timur Tengah yang mencakup Mesir, Yordania, Suriah, serta Turki,
hingga negara-negara Afrika Utara seperti Maroko dan Tunisia. Berdasarkan
karakteristik regulasinya, negara-negara tersebut dapat dikelompokkan ke
dalam 2 kategori. Kategori pertama terdiri atas negara-negara yang
membolehkan poligami dengan menetapkan persyaratan tertentu seperti
Malaysia, Pakistan, Mesir, Maroko, Yordania, Suriah. Kelompok kedua
mencakup negara-negara yang melarang poligami secara mutlak dan
menetapkan praktik tersebut sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi
pidana, seperti Turki dan Tunisia.® Sebagaimana dijelaskan dalam terjamah
khulashah Kifayatul al-Akhyar dalam Bab VIII tentang Nikah, seorang laki-
laki tidak boleh beristeri lebih dari 4 orang. Ketika Ghilan masuk Islam, ia
mempunyai 10 orang isteri kemudian Nabi memerintahkan untuk memilih
hanya 4 orang dari mereka dan menceraikan yang lainnya. Naufal bin
Muawiyah mengalami keadaan yang sama ketika ia masuk Islam, ia
mempunyai 5 orang isteri, kemudian Nabi memerintahkan hal yang sama
seperti demikian.*

Poligami diizinkan melalui putusan Pengadilan Agama di Indonesia,
bagi umat Islam dengan persyaratan ketat demi menjaga keadilan dan

melindungi hak istri dan anak. Syarat utamanya meliputi, persetujuan tertulis

3 Bian Ambarayadi, ‘“Poligami Dalam Negara-Negara Islam,” As-Syar’i: Jurnal
Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 6:2 (2024), hlm. 6-15.

4 Moh. Rifa’l dkk., “Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyaredisi ke-1 (Semarang:
CV.Toha Putra Semarang, 1978), him.271.



istri pertama, bukti kemampuan finansial suami melalui slip gaji, tabungan
atau aset untuk nafkah materil yang sama rata, alasan mendesak seperti
kondisi di mana pihak istri tidak dapat menghadirkan keturunan dalam ikatan
pernikahan, istri menderita  gangguan  kesehatan  kronis, atau
ketidaksanggupan istri dalam menjalankan tanggung jawab perkawinan. Surat
pernyataan tertulis dari suami yang mengikat secara hukum mengenai
komitmen menegakkan keadilan dalam pembagian waktu dan perhatian
secara proporsional terhadap seluruh istri, keyakinan subjektif majelis hakim
berdasarkan evaluasi psikologis dan spiritual bahwa pelaku memiliki
kapasitas mental serta ketabahan rohani yang memadai untuk mengelola
dinamika rumah tangga poligami. Proses verifikasi dilakukan melalui
pemeriksaan di persidangan untuk memastikan minimnya potensi mudarat
atau kerugian bagi pihak-pihak terkait.’

Namun, bagi ASN yang hendak melakukan poligami, ketentuannya
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Aturan tersebut secara
tegas mensyaratkan persetujuan tertulis dari pihak istri pertama serta izin
resmi dari pejabat struktural yang berwenang menjadi prasyarat mutlak bagi
seorang Aparatur Sipil Negara pria yang berencana melakukan poligami.
Agar memperoleh izin tersebut, PNS laki-laki harus melengkapi syarat
administratif yang meliputi syarat alternatif dan kumulatif, termasuk adanya

alasan yang sah, persetujuan istri pertama, termasuk kesanggupan untuk

® Fathur Rahmi Ashabul Fadhil, “Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara
Poligami,” Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol. 21:2 (2020), hlm. 7.



bersikap adil dan proporsional dalam mengayomi seluruh istri beserta
keturunannya. Sehingga, wajib memiliki pemasukan yang cukup, hal tersebut
terbukti dari disertakannya surat keterangan pajak penghasilan. Selain itu,
terdapat syarat tambahan terkait infertilitas atau ketidaksuburan istri pertama,
secara eksplisit diakui sebagai alasan sah berpoligami, yang memungkinkan
PNS laki-laki memperoleh izin dari pemimpin yang berwenang.®

Namun demikian, reformasi hukum poligami di Indonesia tidak
semata-mata ditanamkan oleh interpretasi hakim dalam praktik peradilan,
melainkan melalui kebijakan eksekutif oleh pemimpin daerah. Seperti
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian didalamnya terdapat beberapa
Bab yang mengatur berbagai aspek mengenai pelaporan perkawinan, izin
beristri lebih dari seorang, 1zin atau keterangan perceraian, tim pertimbangan,
hak atas bagian penghasilan, dan ketentuan peralihan. Poin yang menjadi
kegelisahan bagi penulis sehingga menarik untuk dapat dikaji lebih lanjut
yaitu pada Bab yang mengatur terkait izin beristri lebih dari seorang pada
Bagian Kesatu dalam Pasal 5, yang menetapkan syarat izin beristri lebih dari
seorang adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 (sepuluh)
tahun perkawinan sah sebagai syarat kumulatif tambahan. Kebijakan
eksekutif daerah ini berfokus pada hifzul usrah dengan menjamin upaya

medis optimal dan stabilitas keluarga sebelum poligami diizinkan. Sehingga,

®Muhammad Gathanrizqi Indrajaya, “Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No.2 Tahun 2025 Dalam Asas Kepastian Hukum Terkait Poligami Bagi ASN
(Aparatur Sipil Negara),” Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11:2 (2025), hlm. 7-10.



keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang harus dilindungi secara

utuh, tidak hanya berfungsi biologis, melainkan sebagai pilar keberlanjutan

generasi tempat pembinaan kasih sayang (mawaddah wa rahmah), moral, dan

perlindungan sosial.

Rumusan Masalah

1.

Mengapa pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Pergub DKI Jakarta
Nomor 2 Tahun 2025 tentang pengaturan poligami bagi ASN?
Sejauhmana ketentuan pembatasan periode pernikahan terkait alasan
ketidakmampuan istri melahirkan keturunan (infertilitas) beranjak dari
ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
Apa asas dan nilai yang terkandung dalam ketentuan pembatasan periode
perkawinan terkait dengan alasan ketidakmampuan istri melahirkan

keturunan?

Tujuan Penelitian

Berpijak pada poin-poin permasalahan tersebut, penelitian ini

bertujuan untuk mendalami:

1.

Untuk menjelaskan latar belakang diturunkannya Pergub DKI Jakarta
Nomor 2 Tahun 2025 dalam menangani poligami ASN.

Untuk mendeskripsikan sejauhmana ketentuan pembatasan periode
pernikahan terkait alasan ketidakmampuan istri melahirkan keturunan

(infertilitas) beranjak dari ketentuan UU Perkawinan dan KHI.



3. Untuk menganalisis asas dan nilai hukum yang mendasari ketentuan
perbatasan periode perkawinan akibat ketidakmampuan istri melahirkan
keturunan dalam UU Perkawinan dan KHI.

D. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih
yang bernilai bagi bidang keilmuan hukum keluarga dan bisa bermanfaat bagi
para khalayak dan tentunya bagi peneliti sendiri. Secara umum, kegunaan
dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritik
Hasil penelitian dapat menjadi penambah pengetahuan bagi para
akademisi, dunia pendidik, dan mahasiswa.

2. Secara Praktik
Hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi sekaligus menambah
wawasan keilmuan di bidang hukum, terutama hukum keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka
Dalam telaah pustaka bersumber dari karya ilmiah peneliti-peneliti
sebelumnya seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, yang
berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas ini. Dari penelitian yang
dilakukan terdapat banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan syarat
dalam ketentuan poligami bagi ASN, literature review dimaksudkan untuk
melihat ruang atau gap kajian-kajian yang sudah dengan kajian-kajian yang

belum dilakukan.



Penelitian tentang syarat izin poligami telah banyak dikaji oleh para
peneliti terdahulu. Penelitian yang membahas mengenai syarat izin poligami
mengkaji tentang praktik,” pendapat,® dan peraturan.® Kajian tersebut telah

berfokus pada penerapan,'® analisis isi pertimbangan,'! dan isi peraturan.'?

"Muhammad Afriza Rifandy, dkk, “Analisis Putusan Hakim Tentang Persetujuan
Menikahi Wanita PNS Menjadi Istri Kedua Perspektif Maslahah Mursalah”, Artikel Jurnal,
Universitas Islam Negeri Palangkaraya, 2025. Chandra Fhadilah Achmad, “Izin Poligami Pegawai
Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk
Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang), Skripsi,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. Fannisa Ariffiyansyah Putri dan Trianah
Sofiani, “Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Perbandingan
Hukum Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 441/Pdt.G/2021/Pal), Artikel Jurnal,
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

8Mirwan, “Respon Elite Agama Situbondo Atas Peraturan Pemerintah Tentang Poligami
Dalam Timbangan Maslahah,” Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih, Vol. 5: 1
(2023), him. 9.

®Lakoni, “Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan
Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2023. Yuli Yani, “Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil”, Artikel Jurnal, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. Jhon Darwin, dkk, “Kajian Yuridis Terhadap
Mekanisme Perizinan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara”, Artikel
Jurnal, Universitas Jabal Ghafur, 2023. Deri Rahman, “Ketentuan Poligami Bagi Aparatur Sipil
Negara Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2024. Frima Sintia Liliana, “Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri
Madu Perspektif Hukum Islam dan Gender”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno, 2022. Nina Agus Hariati, “Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika
Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN
Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian”,
Artikel Jurnal, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, 2025.

Muhammad Afriza Rifandy dkk,”Analisis Putusan Hakim Tentang Persetujuan
Menikahi Wanita PNS Menjadi Istri Kedua Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor
230/Pdt.G/2024/PAA.PIk)”, Artikel Jurnal, Universitas Islam Negeri Palangkaraya, 2025. Chandra
Fhadilah Achmad, “Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama
Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan
Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2023. Fannisa Ariffiyansyah dan Trianah Sofiani, “Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai
Negeri Sipil (PNS) (Studi Perbandingan Hukum Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Pal)”, Artikel
Jurnal, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

“Mirwan, “Respon Elite Agama Situbondo Atas Peraturan Pemerintah Tentang Poligami
Dalam Timbangan Maslahah.” Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih, Vol. 5: 1,
(2023), him. 9.

2] akoni, “Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan



Untuk melihat kajian yang sesuai dengan penelitian ini. Maka, telaah pustaka
difokuskan pada penelitian yang mengkaji muatan dari Peraturan Gubernur
DKI.

Dari segi tema, penelitian ini memiliki kecenderungan persamaan
dengan penelitian-penelitian yang termasuk dalam kategori isi peraturan.
Akan tetapi, dari segi fokus kajian belum ada yang mengkaji terkait isi dari
Peraturan Gubernur DKI. Namun, terdapat satu penelitian yang memiliki
kedekatan fokus dengan rencana penelitian ini, yaitu penelitian yang ditulis
oleh Nina Agus Hariati,'® penelitian ini mengkaji Pergub DKI Jakarta Nomor
2 Tahun 2025 secara yuridis normatif dan menemukan bahwa, meskipun
dimaksudkan untuk memberi pedoman hukum yang lebih jelas bagi ASN,
implementasinya berpotensi meningkatkan ketegangan rumah tangga.
Persyaratan yang ada tidak menjamin keadilan bagi istri dan anak, juga tidak
menciptakan ruang untuk penggunaan diskresi. Oleh karena itu, perlu

dilakukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang ini untuk memperkuat

Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2023. Yuli Yani, “Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil”, Artikel Jurnal, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. Jhon Darwin, dkk, “Kajian Yuridis Terhadap
Mekanisme Perizinan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara”, Artikel
Jurnal, Universitas Jabal Ghafur, 2023. Deri Rahman, “Ketentuan Poligami Bagi Aparatur Sipil
Negara Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2024. Frima Sintia Liliana, “Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri
Madu Perspektif Hukum Islam dan Gender”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati
Soekarno Kota Bengkulu, 2022. Nina Agus Hariati, “Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam
Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami
ASN Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian”,
Artikel Jurnal, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, 2025.

13Nina Agus Hariati, “Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan
Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor
2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian,” Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 4: 1 (2025), hlm. 5.



perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta memanfaatkan Undang-
Undang ini secara lebih komprehensif.

Beberapa penelitian yang termasuk dalam kategori peraturan telah
ditulis oleh Lakoni,** Yuli Yani,®® Jhon Darwin dkk,'® Deri Rahman,'’ Frima
Sintia Liliana,'® Nina Agus Hariati,'® penelitian tersebut memiliki kesamaan
pembahasan terkait poligami sebagai model perkawinan yang memiliki
legalitas di bawah payung hukum positif Indonesia menjadi semakin
kompleks apabila melibatkan ASN, terutama landasan yuridisnya bersandar
pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun, sebuah regulasi perubahan atas
PP Nomor 10 Tahun 1983 yang khusus mengikat tata cara perkawinan
maupun perceraian bagi kalangan PNS, tidak melarang ASN untuk
berpoligami asalkan memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku,

harus mendapatkan 1ijin dari atasannya terlebih dahulu, dan untuk

4Lakoni, “Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin
Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan
Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Disertasi doktor Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung (2023), him. 141.

5Yuli Yani, “Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil,” Jurnal Tana Mana ,
Vol. 3:1 (2022), hlm. 7.

6Jhon Darwin, “Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Perizinan Poligami Bagi Aparatur
Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan
Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara,” MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2: 2 (2023), hlm.
5.

Deri Rahman, “Ketentuan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif
Magqashid Syari’ah,” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2024), hlm.
59.

®Frima Sintia Liliana, “Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu
Perspektif Hukum Islam Dan Gender,” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati
Soekarno Kota Bengkulu (2022), him. 90.

®Nina Agus Hariati, “Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan
Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor
2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian.” Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 4: 1 (2025), hlm. 5.
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mendapatkan ijin tersebut harus melalui tahapan-tahapan prosedur yang ketat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kajian literatur terdahulu mengenai regulasi perkawinan dan
perceraian ASN dapat diklasifikasikan secara tematik ke dalam tiga kelompok
analisis, berdasarkan orientasi metodologis dan substansi normatif. Kelompok
pertama, yakni, analisis praktik dan putusan. Kelompok kedua, yakni, analisis
pendapat atau tanggapan. Terakhir, kelompok ketiga, yakni, analisis isi
peraturan.

Kelompok pengamatan yang pertama, yakni, analisis praktik dan
putusan. Kajian ini berorientasi metodologis empiris melalui studi kasus
putusan pengadilan, dengan substansi normatif yang menekankan penerapan
prosedural syarat izin poligami dalam praktik nyata ASN. Penelitian seperti
yang dilakukan oleh Muhammad Afriza Rifandy dkk. (2025)?° menganalisis
putusan hakim terkait persetujuan menikahi PNS sebagai istri kedua dari
perspektif maslahah mursalah, sementara Chandra Fhadilah Achmad (2023)*
dan Fannisa Ariffiyansyah Putri serta Trianah Sofiani (2024)? membahas izin
poligami dalam putusan Pengadilan Agama spesifik. Fokusnya pada dinamika

implementasi menghasilkan temuan tentang ketidakpastian persetujuan istri

®Muhammad Afriza Rifandy, “Analisis Putusan Hakim Tentang Persetujuan Menikahi
Wanita PNS Menjadi Istri Kedua Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor
230/Pdt.G/2024/PA.PIk),” MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 14:2 (2025), hlm. 5.

ZlChandra Fhadilah Achmad, “Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan
Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2022/PA. TNK Perspektif Hukum Islam
(Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang),” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung (2023), him. 44.

ZFannisa Ariffiansyah Putri, “Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil
(PNS) (Studi Perbandingan Hukum Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Pal),” Al-Hukam: Journal
of Islamic Family Law, Vol. 4: 2 (2024), hlm. 6.
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dan sanksi administratif, namun kurang mendalami rekonstruksi regulasi
daerah.

Kelompok pengamatan yang kedua, yakni, analisis pendapat atau
tanggapan. Orientasi metodologis di kelompok ini bersifat kualitatif-
interpretatif dengan pendekatan filsafat hukum, menyoroti substansi normatif
berupa tanggapan subyektif atau etis terhadap syarat poligami. Penelitian
yang dilakukan oleh Mirwan dan Ahsanul Arifin (2023)* mengeksplorasi
respon elite agama terhadap peraturan poligami dalam timbangan maslahah,
sementara penelitian yang dilakukan oleh Frima Sintia Liliana (2022)?* kajian
ini membahas perempuan yang menjadi istri madu (istri kedua dalam
perkawinan poligami) ditinjau dari perspektif hukum Islam dan gender.
Kajian ini mengungkap ketegangan antara norma Islam dan kebijakan negara,
tetapi cenderung normatif tanpa analisis empiris lapangan yang mendalam.

Kelompok pengataman yang ketiga, yakni, analisis isi peraturan.
Kelompok ini mengadopsi orientasi metodologis yuridis normatif melalui
library research dan rekonstruksi, dengan substansi normatif yang berpusat
pada interpretasi, kelemahan, serta usulan reformasi isi peraturan. Penelitian

yang dilakukan oleh Lakoni (2023)%® merekonstruksi studi mendalam

BMirwan, “Respon Elite Agama Situbondo Atas Peraturan Pemerintah Tentang Poligami
Dalam Timbangan Maslahah.” Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih, Vol. 5: 1
(2023), him. 9.

2Frima Sintia Liliana, “Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu
Perspektif Hukum Islam Dan Gender,” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati
Soekarno Kota Bengkulu (2023), hlm. 69.

ZLakoni, “Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin
Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan
Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Disertasi doktor Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung (2023), hlm. 109.
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mengenai peran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai
instrument pembaruan dalam ranah hukum keluarga Islam pernah dianalisis
oleh Yuli Yani (2022)* menganalisis alasan poligami PNS, Jhon Darwin dkk.
(2023)?" menelaah mekanisme perizinan, Deri Rahman (2024)%® memeriksa
ketentuan dari maqasid asy-syari’ah, serta Nina Agus Hariati (2025)%° yang
memiliki kajian terdekat dengan penelitian ini, menganalisis Pergub DKI
Nomor 2 Tahun 2025 terkait eskalasi konflik keluarga. Meski komprehensif
pada regulasi nasional, gap terletak pada kurangnya kajian mendalam muatan
Pergub tersebut terhadap ketahanan keluarga ASN.

Analisis tematik dari tiga kelompok kajian literatur tersebut
menunjukkan adanya kecenderungan dominan pada pendekatan yuridis-
normatif terhadap regulasi poligami bagi ASN, sehingga masih menyimpan
kekurangan dalam menganalisis secara terintegrasi antara norma hukum dan
realitas penerapannya. Penelitian ini bertujuan mengisi celah akademik
tersebut, dengan menganalisis kedudukan syarat infertilitas dalam ketentuan
poligami bagi ASN: kajian terhadap prinsip dan nilai ketentuan dalam Pergub

DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tentang mekanisme

%6 Yuli Yani, “Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil,” Jurnal Tana Mana ,
Vol. 3:1 (2022), hlm. 7.

2" Jhon Darwin, “Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Perizinan Poligami Bagi Aparatur
Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan
Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara,” MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2: 2 (2023), hlm.
5.

2 Deri Rahman, “Ketentuan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif
Magqashid Syari’ah,” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023), him.
63.

29 Nina Agus Hariati, “Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan
Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor
2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian.” Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 4: 1 (2025), hlm. 5.
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pemberian otorisasi pernikahan dan perceraian bagi rumpun Pegawai Negeri
Sipil. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, analisis difokuskan
pada keabsahan hierarkis Pergub DKI Jakarta dalam rangka eskalasi syarat
administratif Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, melalui pendekatan analisis
perundang-undangan untuk memetakan hierarki regulasi perkawinan dari
UUD 1945 hingga Pergub terkait, serta pendekatan konseptual untuk
menelaah prinsip keadilan dan magqdasid asy-syari’ah dalam syarat infertilitas.
F. Kerangka Teoritis
1. Teori Hifzul Usrah
Dalam diskursus fikih keluarga (figh al-usrah) kontemporer,
khususnya dalam mengonseptualisasikan Ahifzul usrah (perlindungan
terhadap institusi keluarga) sebagai tujuan normatif dari seluruh regulasi
syari’ah yang berkaitan dengan kehidupan domestik. Kerangka Magasid
al-Usrah yang digagas oleh Jamaluddin Athiyyah, dalam perspektif ini,
hifzul usrah dipahami sebagai perluasan konseptual dari hifz al-nasl
(perlindungan keturunan) dalam magasid asy-syari’ah klasik, yang tidak
membatasi orientasinya pada pemeliharaan aspek biologis-reproduktif
semata, melainkan mengejawantahkan perlindungan holistik yang
mencakup aspek struktural, fungsional, relasional, serta realisasi
kemaslahatan hakiki dalam entitas keluarga.*®
Secara substantif, pembahasan hifzul usrah dalam Nizam al-

Usrah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah termanifestasi melalui tujuh dimensi

30 *Ulauddin Husain Rihal dan Mirwan Ibrahim Al-Qaisi, Nizam Al-Usrah Fi Al-Shari ‘ah
Al-Islamiyyah, edisi ke-1 (Ardan: Dar an-Nafais, 2010) hlm. 10-11.
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utama yang dirumuskan oleh Jamaluddin Athiyyah dan diadopsi secara
kritis oleh Rihal dan al-Qaisi. Pertama, Tanzim al-‘Aldgah baina al-
Jinsain (pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan), Kedua,
hifz al-nasl (menjaga keturunan biologis), Ketiga, Tahqiq as-Sakinah wa
al-Mawaddah wa ar-Rahmah (mewujudkan keluarga yang tenang, penuh
cinta, dan kasih sayang), Keempat, hifz al-nasab (menjaga kejelasan
garis keturunan), Kelima, hifz al-Tadayyun fi al-Usrah (menjaga aspek
keberagaman dalam keluarga), Keenam, tanzim al-Janib al-Mu’assast li
al-Usrah (pengaturan aspek kelembagaan atau struktural keluarga),
Ketujuh, tanzim al-Janib al-Mali li al-Usrah (pengaturan aspek finansial
atau ekonomi dalam keluarga).®!

Pertama, Tanzim al-‘Alagah baina al-Jinsain (pengaturan
hubungan antara laki-laki dan perempuan). Yang menjadi pondasi
normatif bagi seluruh regulasi keluarga. Dimensi ini mencakup
pengaturan khitbah (peminangan), batasan pergaulan pra-nikah, larangan
zina dan segala bentuk pendekatan kepadanya, serta penegasan bahwa
hubungan antara dua jenis kelamin hanya legitimasi melalui akad nikah
yang sah. Melalui regulasi ini, syari’at bertujuan menciptakan keteraturan
sosial yang mencegah kerusakan moral dan melindungi martabat kedua

belah pihak.®? Kedua, hifz al-nas! (menjaga keturunan biologis). Yang

31Ahmad Musadad, “Reorienting Jamaluddin ‘¢ Atiyyah > s Maqas Id Al-Usrah in the
Regulation of Polygamy in the Indonesian Compilation of Islamic Law,” SAKINA: Journal Of
Family Studies Vol. 9:4 (2025) hlm.3.

2Ahmad Faiz Shobir, “Tackling the Global Threat of Online Gambling on Families :
Insights from Magqgashid Al-Usrah by Jamaluddin Athiyyah,” International Conference on Law,
Technology, Spirituality and Society (ICOLESS) Vol. 12:12 (Mei:2024), hlm. 7-8.
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merupakan dimensi klasik namun tetap relevan dalam konteks
kontemporer. Dalam buku Nizam al-Usrah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah
diwujudkan melalui penegasan bahwa prokreasi hanya sah dalam bingkai
pernikahan. Sehingga, anak yang lahir memiliki nasab yang jelas dan
terlindungi secara hukum. Para penulis juga membahas implikasi
teknologi reproduksi berbantu seperti inseminasi buatan dan bayi tabung,
dalam kerangka menjaga kemurnian nasab, serta menekankan bahwa
setiap penyimpangan dari jalur nikah yang sah berpotensi merusak
struktur keturunan dan menimbulkan kerancuan hukum (syubhat
nasab).®

Ketiga, Tahqiq al-Sakinah wa al-Mawaddah wa al-Rahmah
(mewujudkan keluarga yang tenang, penuh cinta, dan kasih sayang).
Dimensi ini menjadi tujuan kualitatif dari pernikahan, yang tidak hanya
sekadar formalitas hukum, melainkan harus menghasilkan lingkungan
domestik yang kondusif bagi pertumbuhan spiritual, emosional, dan
psikologis seluruh anggota keluarga. Rihal dan al-Qaisi menekankan
bahwa terwujudnya sakinah, mawaddah, wa rahmah memerlukan
pemenuhan hak-hak timbal balik antara suami dan istri, komunikasi yang
efektif, resolusi konflik yang konstruktif, serta komitmen bersama untuk
membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam konteks ini, kekerasan

dalam rumah tangga, pengabaian emosional, atau pola komunikasi

$BAllysa Novita Putri, “Analyzing Court Decisions On Interfaith Marriage: A Maqasid Al-
Shari’ah Perspective,” Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam Vol.6:1
(Oktober:2022), him. 6.



16

destruktif dipandang sebagai ancaman serius terhadap tercapainya tujuan

ini.3*

Keempat, hifz al-nasab (menjaga kejelasan garis keturunan).
Berbeda dengan hifz al-nasl yang lebih menekankan pada aspek
prokreasi, hifz al-nasab berfokus pada pemeliharaan kejelasan dan
kemurnian silsilah keluarga.®® Kelima, hifz al-Tadayyun fi al-Usrah
(menjaga aspek keberagaman dalam keluarga). Dimensi ini menekankan
bahwa keluarga harus berfungsi sebagai kanal transmisi nilai-nilai
keislaman dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terdapat juga
pembahasan mengenai kewajiban orang tua dalam mendidik anak tentang
‘aqidah, ibadah, dan akhlag Islami, serta menciptakan lingkungan rumah
yang kondusif bagi praktik keagamaan.3®

Keenam, tanzim al-Janib al-Mu’assast li al-Usrah (pengaturan
aspek kelembagaan atau struktural keluarga). Dimensi ini berkaitan
dengan pengaturan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga
berdasarkan peran dan fungsinya, membahas secara komprehensif
mengenai kewajiban nafkah suami, hak istri atas tempat tinggal dan

pakaian yang layak, kewajiban fa’at (kepatuhan) istri dalam batas syar’i,

hak dan kewajiban pengasuhan anak (hadanat), serta mekanisme

¥Galuh Widitya Qomaro, “Integrating Maqasid Al-Usrah By Jamal Al-Din ‘Atiyah
Muhammad Into Family Resilience Measurement in Indonesia,” Malaysian Journal of Syariah
and Law Vol. 14:1 (April:2026), hlm. 9-10.

%Dr. Sultan bin Mansur bin Muhammad Al-Habsi, “Melestarikan Keluarga Melalui
Aturan Silsilah Dalam Fiqih Islam - Fiqih Ibadhi Sebagai Contoh,” Jurnal Illmiah Fakultas Sastra
Vol.62 (Januari:2026), hlm. 3.

%Risa Widyaningrum, “The Role Of Single Parent Women During The Iddah Period
From The Perspective Of Maqasid Al-Usrah By Jamaluddin Athiyah (A Study In Sukun District,
Malang City)” Tesis magister (Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang (2025),
hlm. 81.
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penyelesaian konflik melalui hakam (juru damai dari kedua keluarga).®’
Ketujuh, tanzim al-Janib al-Mali li al-Usrah (pengaturan aspek finansial
atau ekonomi dalam keluarga). Dimensi ini mencakup kewajiban suami
dalam menafkahi keluarga dari sumber yang halal, pengelolaan harta
bersama (jika ada) secara adil dan transparan, hak istri atas mahar dan
nafkah, serta hak anak atas warisan.®
2. Teori Reformasi Hukum
Jika disorot berdasarkan lensa hukum positif, pemikiran Abdul

39 memberikan

Manan tentang reformasi hukum Islam di Indonesia
landasan teori untuk memahami syarat infertilitas dalam Pasal 5
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 mengenai
poligami ASN. Reformasi hukum Islam di Indonesia merupakan suatu
kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena hukum Islam selalu
berhadapan dengan perubahan zaman, perkembangan masyarakat, dan
kebutuhan hukum yang terus berkembang. Reformasi tidak dimaksudkan
untuk mengubah syari’ah Islam sebagai wahyu yang bersifat

fundamental, melainkan memperbarui pemahaman dan formulasi figh

yang merupakan hasil ijtthad manusia. Dengan demikian, objek

3"Andi Muhammad Akmal, “Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered
Marriages in Indonesia: Integrating Maqasid Al-Shar’ah,” El-Usrah Vol. 7:2 (Desember:2024),
hlm.12.

¥Mufatihatuttaubah Rorom Ika Putri, “Lavender Marriage and the Failure of Magasid Al-
Usrah: Sexual Orientation Deception and the Violation of Wives * Rights,” NUKBATUL 'ULUM:
Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 12:1 (2026), hlm.10.

% Abdul Manan, “Urgensi Reformasi Hukum Islam Di Indonesia,” in Reformasi Hukum
Islam Di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006), hlm. 270-276.



18

reformasi terutama adalah pemikiran hukum, metode penetapan hukum,
serta bentuk penerapannya dalam kehidupan masyarakat dan negara.*°

Terdapat adanya kekeliruan ketika figh disamakan secara mutlak
dengan syari’ah. Syari’ah merupakan ketentuan ilahiah yang bersumber
dari wahyu, sedangkan figh merupakan hasil pemahaman manusia
terhadap sumber-sumber syari’ah. Karena figh lahir melalui proses
pemikiran dan ijtihad, ia memiliki karakter yang relatif, kontekstual, dan
memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Perbedaan antara syari’ah
dan figh ini menjadi dasar penting bagi kemungkinan dilakukannya
reformasi hukum Islam.*! Sebagian masyarakat Islam masih menganggap
bahwa seluruh pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab figh bersifat
sakral dan tidak boleh diubah. Pandangan tersebut melahirkan sikap
taqlid, yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan
pengkajian ulang terhadap kesesuaiannya dengan situasi yang dihadapi
masyarakat sekarang. Padahal, pendapat para fugaha lahir dalam konteks
sosial, politik, ekonomi, dan geografis tertentu yang belum tentu sama
dengan konteks Indonesia modern.*?

Beberapa faktor yang menjadikan reformasi hukum Islam penting

untuk diterapkan di Indonesia yaitu, pertama, adanya perubahan sosial

40Arlan, “Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga
Era Reformasi,” Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam , Vol. 1:2 (2025), hlm. 7-8.

“Maulana Shofa Saifudin, “Pengertian Syari’ah, Figih, Dan Undang-Undang Kebutuhan
Manusia Kepada Syariah Dan Hukum Perbedaan Antara Syari’ah Samawi,” Fihros Vol. 7:1
(2023), hlm. 3-5.

42Alfan Ulya Ar-Rizq, “Taqlid, Ittiba’, Talfig, Dan Ijtihad Dalam Ushul Figh,” Ummul
Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan, Vol. 19:2 (Okober:2024), hlm.
3.
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yang berlangsung cepat disebabkan oleh perkembangan teknologi
sehingga melahirkan persoalan-persoalan baru yang tidak selalu
ditemukan secara langsung dalam literatur figh klasik. Kedua, terdapat
kesenjangan antara produk figh klasik dan kebutuhan hukum masyarakat
kontemporer. Figh klasik tetap penting sebagai sumber inspirasi dan
referensi keilmuan, tetapi tidak semua pendapat di dalamnya dapat
diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan perubahan tempat,
waktu, keadaan, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, reformasi
berfungsi menjembatani jarak antara warisan intelektual Islam dan
kebutuhan hukum masyarakat masa kini. Ketiga, hukum Islam di
Indonesia berada dalam ruang sosial dan politik yang plural. Indonesia
bukan negara yang hanya memiliki satu sistem norma, melainkan terdiri
atas hukum agama, hukum adat, hukum nasional, serta berbagai
kebiasaan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam yang hendak
diberlakukan dalam sistem kenegaraan harus dirumuskan dengan
mempertimbangkan kemajemukan masyarakat dan prinsip-prinsip
konstitusional negara. Keempat, terdapat persoalan antara hukum Islam
yang berkembang dalam kitab figh, hukum positif yang dibentuk negara,
dan putusan pengadilan. Ketiganya tidak selalu berjalan selaras. Dalam
praktiknya dapat muncul perbedaan antara pendapat figh dengan
peraturan perundang-undangan, antara peraturan perundang-undangan
dengan putusan pengadilan, atau antara putusan pengadilan dengan

praktik hukum yang hidup di masyarakat. Kontroversi tersebut dapat
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menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan agama.*®
3. Teori Keberanjakan

Teori keberanjakan dapat dipahami sebagai proses pergeseran dari
pemahaman figh keluarga yang bersifat konvensional menuju
pemahaman hukum keluarga yang lebih sistematis, kontekstual, dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan
dalam buku Nizam al-Usrah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah karya Dr.
‘Ulauddin Husain Rihal dan Dr. Mirwan Ibrahim al-Qaisi yang
membahas sistem keluarga Islam sebagai suatu bangunan hukum yang
mengatur hubungan perkawinan. Namun, perlu ditegaskan bahwa istilah
teori keberanjakan tidak selalu digunakan secara eksplisit sebagai istilah
khusus dalam buku ini. Teori tersebut lebih tepat dipahami sebagai
pendekatan analitis terhadap gagasan pembaruan dan pengaturan hukum
keluarga yang terdapat pada buku tersebut. Artinya, teori keberanjakan
digunakan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip figh klasik
bergerak dan dirumuskan kembali ke dalam bentuk hukum keluarga yang
lebih teratur, responsif, serta mampu menjawab perubahan sosial.**

Keberanjakan paling jelas dapat dilihat pada pembahasan

poligami. Dalam figh klasik, poligami pada dasarnya dipandang sebagai

“SFachry Saad Muhtadi, “Analisis Pemikiran Abdul Manan Tentang Pembaruan Hukum
Keluarga Islam Di Indonesia” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
(2025), hlm.87.

4Ulauddin Husain Rihal dan Mirwan Ibrahim Al-Qaisi, Nizam Al-Usrah Fi Al-Shari‘ah
Al-Islamiyyah, , edisi ke-1 (Ardan: Dar an-Nafais, 2010) hlm. 19.
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sesuatu yang dibolehkan dengan batas maksimal empat istri dan syarat
kemampuan berlaku adil. Akan tetapi, dalam pemahaman hukum
keluarga modern, kebolehan tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai hak
mutlak suami. Poligami harus ditempatkan dalam kerangka tanggung
jawab, keadilan, kemampuan memberikan nafkah, serta perlindungan
terhadap hak istri dan anak. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari
konsep kebolehan normatif menuju konsep kebolehan yang bersyarat dan
dapat dikendalikan melalui aturan hukum. Pergeseran tersebut tidak
mengubah prinsip dasar syariat, tetapi mengubah cara penerapannya.
Prinsip keadilan yang terdapat dalam al-Qur’an tidak hanya dipahami
sebagai kewajiban membagi giliran atau nafkah secara lahiriah, tetapi
juga dikaitkan dengan kemampuan nyata suami dalam menjaga
keseimbangan hubungan keluarga. Apabila poligami menimbulkan
penelantaran, kekerasan, konflik berat, atau ketidakmampuan memenuhi
hak-hak anggota keluarga, maka kebolehan formal tersebut tidak dapat
dipisahkan dari akibat hukum dan sosial yang ditimbulkannya.*

Teori keberanjakan menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam
dapat bergerak dari norma yang bersifat umum menuju aturan yang lebih
konkret. Misalnya, prinsip “wajib berlaku adil” perlu diterjemahkan ke
dalam persyaratan yang dapat diuji, seperti kemampuan ekonomi,

penyediaan tempat tinggal, pemenuhan nafkah, kejelasan status

4Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis, “Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Perspektif Fikih Dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan No.
2246/Pdt.G/2023/PA.BGL),” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6:6 (2025),
hlm. 11-17.
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perkawinan, serta jaminan terhadap hak anak. Proses konkretisasi inilah
yang kemudian memungkinkan negara dan pengadilan melakukan
pengawasan terhadap praktik poligami.*®

Keberanjakan juga tampak pada penguatan peran negara dan
lembaga peradilan. Dalam kerangka figh klasik, perkawinan lebih banyak
dipahami sebagai hubungan hukum antara individu dan keluarga.
Sementara itu, hukum keluarga modern menjadikan perkawinan sebagai
perbuatan hukum yang juga berada dalam pengawasan negara.
Pengadilan dapat memeriksa alasan poligami, kemampuan istri, kondisi
istri dan anak, serta potensi dampak perkawinan tersebut terhadap
keluarga. Dengan demikian, hukum tidak hanya memberikan ruang bagi
kebolehan, tetapi juga menyediakan mekanisme pencegahan terhadap

penyalahgunaan kebolehan tersebut.*’

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data-data

penting sebagai bahan dasar dari sebuah penelitian. Adapun metode penelitian

dalam penelitian in1 adalah sebagai berikut:

“Isti’anah, “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an,” EI-Mu’jam: Jurnal Kajian Al-

Qur’an Dan Al-Hadis Vol. 2:1 (Juni: 2022), him. 3-6.

4Juni Arnisa Napitupulu, “Peran Dan Kontribusi Hukum Keluarga Islam Dalam

Pembangunan Hukum Nasional,” Fatih: Journal of Contemporary Research Vol. 2:1 (2025), hlm.

5
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Jenis Penelitian

Kajian ini menerapkan studi kepustakaan (library research) yang
bertumpu pada analisis teks hukum primer dan literatur sekunder secara
mendalam.
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif-yuridis yang mengkaji keabsahan
hierarkis Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dalam
rangka eskalasi syarat administratif Pasal 57 KHI, melalui pendekatan
analisis perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Teknik Pengumpulan Data

Sumber informasi dalam kajian ini bersandar pada bahan hukum
primer yang mencakup UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal
57 KHI, PP No. 45 Tahun 1990, serta Pasal 5 Peraturan Gubernur DKI
Jakarta No. 2025. Porsi tersebut kemudian diperkuat oleh bahan hukum
sekunder yang bersumber dari teori hifzul usrah konsep Jamaluddin
Athiyyah, literatur reformasi hukum di Indonesia karya Abdul Manan,
beserta referensi lain yang relevan.
Analisis Data

Syarat infertilitas dalam ketentuan poligami bagi ASN yang
tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 3 pada Peraturan Gubernur
DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, dapat dianalisis dengan menggunakan
dua teknik analisis. Pertama, analisis perundang-undangan untuk menguji

hierarki sahnya Pergub terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
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KHI, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kedua, analisis
konseptual yang mensintesiskan teori hifzul usrah Jamaluddin Athiyyah,
teori reformasi hukum Abdul Manan, dan teori keberanjakan untuk
menilai legitimasi syarat infertilitas 10 tahun sebagai eskalasi syarat
administratif.

H. Sistematika Pembahasan

Ada lima bab dalam sistematika pembahasan yang berfungsi untuk
memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis tentang kajian
penelitian, yaitu:

Bab pertama yang merupakan bab yang menjelaskan tentang alasan
mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan. Selain itu juga, di dalam
bab ini dipaparkan tentang pokok permasalahan, rumusan, tujuan, serta
manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga mendiskusikan tentang teori yang
akan digunakan dalam menganalisa data, beserta pemaparan mengenai
prosedur dan langkah-langkah ilmiah yang ditempuh. Bab ini turut
menyajikan gambaran komprehensif mengenai sifat studi yang dipilih, sifat
penelitian, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis yang digunakan
untuk menjawab rumusan masalah.

Bab kedua merupakan bab yang menjabarkan mengenai landasan
normatif dalam ketentuan poligami. Membahas aturan poligami berdasarkan
hukum Islam, yaitu, menurut para ahli fikih dan berdasarkan hukum positif.
Dalam bagian ini, dibahas pula substansi regulasi khusus yang mengatur

perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana tertuang
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dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Pembahasan tersebut kemudian
diperluas dengan menyajikan praktik permohonan poligami yang didasarkan
pada alasan infertilitas, dengan meninjau kecenderungan hukum secara umum
untuk mengungkap bagaimana batasan-batasan prosedural diimplementasikan
dalam realitas permohonan izin di tingkat birokrasi.

Bab ketiga merupakan bab yang mendiskusikan tentang ketentuan
batasan alasan infertilitas dalam permohonan poligami bagi ASN di Jakarta
melalui analisis terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun
2025. Pembahasan dimulai dengan menguraikan latar belakang pembentukan
Pergub tersebut, isi yang terkandung didalamnya, ketentuan batasan sepuluh
tahun terkait alasan infertilitas dan asal-usul pertimbangan dalam ketentuan
batasan sepuluh tahun perkawinan.

Bab keempat merupakan bab yang menjelaskan tentang keberanjakan
Pergub dari KHI dan UU Perkawinan. Dalam bab ini dijelaskan bahwa KHI
dan UU Perkawinan mengakui ketidakmampuan istri melahirkan keturunan
sebagai alasan poligami tanpa menetapkan batas waktu. Kemudian, di dalam
bab ini juga akan dijelaskan asas yang terkandung di dalam Pergub. Selain itu
juga, nilai yang terkandung di dalam ketentuan pembatasan periode
pernikahan akan dipaparkan.

Bab kelima merupakan bab yang menyimpulkan seluruh temuan
penelitian mengenai syarat infertilitas dalam aturan poligami bagi ASN di

Jakarta. Selain menjawab pertanyaan penelitian, bab ini juga memberikan
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saran bagi pembuat kebijakan agar aturan poligami yang dibuat ke depannya

bisa tetap melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan nilai-nilai Islam.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pergub DKI Jakarta dikeluarkan untuk memberikan standar yang jelas
dalam membatasi praktik poligami di lingkungan birokrasi agar
pemberian izin lebih terkendali.

2. Dari perspektif keberanjakan dari KHI, pembatasan bahwa infertilitas
baru dapat dijadikan alasan poligami setelah 10 tahun perkawinan
merupakan eskalasi syarat administratif dari peraturan yang sudah ada
sebelumnya.

3. Ditinjau dari teori hifzul usrah atau pemeliharaan keutuhan keluarga,
ketentuan ini memberikan ruang bagi pasangan untuk menempuh upaya
medis, memperkuat hubungan suami istri, dan menghindari keputusan
poligami yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.

B. Saran
Kepada peneliti selanjutnya, kajian ini masih dapat dikembangkan
dengan pendekatan empiris, misalnya melalui studi putusan, wawancara
dengan ASN, hakim, atau pejabat kepegawaian, agar dapat diketahui sejauh
mana Pergub tersebut efektif dalam praktik. Penelitian lanjutan juga dapat
menelaah respons masyarakat, perspektif gender, serta dampak regulasi ini
mengenai proteksi hukum hak-hak kodrati kaum wanita beserta keturunannya

di dalam institusi rumah tangga ASN.
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